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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dipanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu
wataala karena atas izin, rachmat dan ridhaNyalah sehingga buku dengan
judul “Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern” dapat
terselesaikan.

Tingkat pendapatan asli daerah (PAD) mengalami fluktuatif setiap
tahunnya, hal ini menuntut pemerintah daerah lebih menerapkan pengelolaan,
pengawasan serta informasi yang akurat berkaitan dengan penurunan dan
peningkatan pendapatan asli daerah. Terjadinya penurunan prosentasi
pendapatan, diperlukan perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah,
sejalan dengan perbaikan tata kelola keuangan dan pola periodik untuk
mencapai target pembangunan serta mewujudkan pertumbuhan pendapatan.

Buku "Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern"
hadir sebagai sebuah wupaya untuk menyajikan pemahaman yang
komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian
intern pemerintah. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada
para profesional, akademisi, dan pembaca yang tertarik dalam bidang ini.

Akhir kata, penulis berharap buku ini memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi para pembaca.

Penulis
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang disebutkan dalam
pasal 3 keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
karena semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang
menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan
harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD). Selanjutnya diperkuat lagi dalam pasal 6 ayat 2 poin ¢
menyebutkan ~ semua  tanggungjawab  diserahkan kepada
gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9
tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global
dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada
daerah  disertai dengan pemberian hak dan  kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah
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daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar
tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi,
monitoring, dan pengukuran Kinerja yang sistematis guna mengukur
kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu
juga perlu diterapkan.

Pengukuran kinerja diperkuat dengan Kkeluarnya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019) pasal 1 ayat 32 menyebutkan
kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sangat penting
untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam
menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran
kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai
pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.
Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ditentukan oleh
beberapa faktor. Satu diantaranya adalah karakteristik daerah.
Sebagaimana hasil analisis dari Sumarjo, (2010) menjelaskan bahwa
Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia
secara simultan dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mendorong
peningkatan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sesuai pendapat
Halim, (2007:228) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang
mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan
daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk  menggali  sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada
bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah
(PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga
peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
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Mahmudi, (2010:181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan
prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan
asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena
kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan
pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah
memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek- proyek yang
dapat menghasilkan pendapatan. Sunardi, (2016) kinerja keuangan
pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali
dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi
kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan,
pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan
tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai
keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan
masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan
perundang-undangan.

Peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah untuk
mendorong tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat melalui bantuan dana alokasi umum dan dana alokasi
khusus membutuhkan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan
kinerja keuangan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa
diminimalisasi dengan baik. Oleh karena itu kinerja keuangan yang
menjadi poin penting dalam menganalisis terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi Kinerja keuangan pemerintah daerah penting untuk
dilakukan.

Faktor-faktor yang menunjang kegiatan peningkatan kinerja
keuangan adalah dengan memperbaiki pengelolaan keuangan, sistem
pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi manajemen
daerah membutuhkan cakupan kegiatan yang mendasar agar capaian
terget bisa tercapai dengan baik.

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan
perencanaan dan pengendalian, hal ini sejalan dengan analisis yang
dilakukan oleh Hariadi (2014:7) yang dirujuk Rondonuwu et al.,
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(2015) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa
fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan
fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian
Kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik.
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) langsung maupun tidak
langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam
membiayai pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan pembangunan, dan
pelayanan sosial masyarakat.

Kurrohman, (2013) mengatakan bahwa perubahan paradigma
anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang
benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat
daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara
ekonomis, efektif dan efisien. Sejalan dengan analisis Bulan et al.,
(2017) bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) yang diterapkan maka semakin terwujudnya pengelolaan
keuangan daerah yang efektif. Armando, (2013) bahwa pengawasan
dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk
mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi
organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap
peraturan per-undang-undangan.

Sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP), sesuai dengan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
pengendalian Intern pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan
(BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan
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peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan  Negara, Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014
tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan
penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat, badan pengawasan keuangan dan pembangunan
adalah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung
jawab  langsung kepada Presiden dan berperan dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah
(SPIP) oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta mendorong
peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan nasional.

Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam
rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi
pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem
pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa
kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan
yang andal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan
perundang-undangan. Pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) diarahkan untuk meningkatkan
maturitas SPIP  di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah
daerah/korporasi (KLPK) bahkan hingga tingkat program (prioritas)
pembangunan nasional.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam meningkatan
pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern
pemerintah diperlukan seuatu sistem informasi manajemen daerah
(SIMDA). Untuk mengoptimalisasi manejemen daerah. Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan
aplikasi komputer berupa sistem informasi manajemen daerah
(SIMDA) vyang dirujuk oleh Josvidar, (2017) bahwa tujuan dari
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pengembangan program aplikasi SIMDA adalah (1) menyediakan
database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek
kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2)
menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada
manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan
pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk
mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4)
memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi
daerah.

Penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)
merupakan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan
tertentu serta meningkatkan ketepatan terhadap pertanggungjawaban
berkaitan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Syawie et al., (2017)
mengatakan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen daerah
(SIMDA) sebagai alat pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan
mempermudah pengelola keuangan yang ada di organisasi perangkat
daerah (OPD) untuk menghasilkan pertanggungjawaban keuangan
yang lebih akurat, SIMDA di lengkapi dengan pembatasan
pengeluaran, apabila sudah melebihi jumlah anggaran yang tersedia
maka sistem akan menolak pengeluaran tersebut. Implementasi sistem
informasi manajemen daerah diharapkan mampu meningkatkan
kegunaan sistem dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat
tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pemerintahan.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat berkaitan transparansi dan
akuntabiltas pemerintah daerah serta untuk mengetahui perkembangan
pembangunan utamanya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan
realisasi pendapatan diperlukan analisis kinerja keuangan berdasarkan
laporan realisasi anggaran.

6 | Bab 1 Pendahuluan



2.000.000.000.000,00
1.500.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00

500.000.000.000,00

24,46 24,58 26,48 28,40 28,55
0,00
2016 2017 2018 2019 2020

Realisasi PAD Pendapatan Transfer RKKD%

Gambar 1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (KKD) menunjukkan tingkat
kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan
pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh
besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan
daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain:
Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana
alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Halim,
2007).

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas perhitungan kemandirian
keuangan daerah menunjukkan bahwa menggambarkan ketergantungan
daerah terhadap pendapatan transfer. Semakin tinggi kemandirian
keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan
daerah terhadap bantuan pihak lain semakin rendah dan demikian pula
sebaliknya. Pada tahun 2016 kemandirian keuangan daerah sebesar
24,46% dan tahun 2017 sebesar 24,58% (pola hubungan intruktif)
artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada peranan
pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2018, 2019 dan 2020
kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 26,48%,
28,40% dan 28,55% dengan pola hubungan konsultatif artinya campur
tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah
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dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Pola
hubungan kemandirian keuangan daerah masih tergolong pola
hubungan instruktif dan konsultatif karena masih tergolong dalam
interval 0-25% dan 25-50% besaran alokasi pembiayaan daerah.
Efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli
daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010).

EI Anggaran PAD Realisasi PAD REPAD (%)
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200.000.000.000,00 = ‘
10381 9635 9,44
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Gambar 1.2 Efektivitas Penerimaan PAD

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas perhitungan efektivitas
pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli
daerah pada tahun 2016 sebesar 114,99%, dan tahun 2017 sebesar
103,81% prosentase diperoleh melebihi 100% (x > 100%), sehingga
diketegorikan efektif dalam merealisasikan penerimaan pendapatan
daerah. Kemudian di tahun 2018 sebesar 96,35% dan tahun 2019
sebesar 97,44% serta tahun 2020 sebesar 79,84%, prosentase di tiga
tahun terakhir dibawah 100% (x < 100%), sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak efektif atau penerimaan pendapatan asli daerah tidak
mencapai target untuk tahun 2018-2020. Hal ini disebabkan karena
penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah menurun dari yang
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dianggarkan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan memiliki kinerja
yang masih relatif dibawah dalam hal merealisasikan pendapatan
daerah yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan dan
merealisasikan target penerimaan perlu mengoptimalkan potensi-
potensi pendapatan asli daerah serta melakukan efisiensi keuangan
dalam hal besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan
penerimaan.

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan
dikategorikan efisien apabila angka yang dicapai kurang dari 1 (satu)
atau dibawah 100%. Semakin kecil efisiensi keuangan daerah berarti
kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu
pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya
yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang
diterimanya, sehingga akan diketahui kegiatan pemungutan
pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

= Realisasi Belanja Realisasi PAD REKD%

2.000.000.000.000,00
1.800.000.000.000,00
1.600.000.000.000,00
1.400.000.000.000,00
1.200.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00

800.000.000.000,00

600.000.000.000,00

RO

(RN NIRRT

400.000.000.000,00 475,65 »_410'64 384,28
200.000.000.000,00 =
0,00 » =
2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 1.3. Efisiensi Keuangan Daerah
Berdasarkan Gambar 1.3 di atas perhitungan efisiensi keuangan

daerah diketahui realisasi total pendapatan asli daerah dan realisasi
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belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020, terlihat dalam
melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan masih di atas >
100%, sehingga dapat dikatakan belum efisien atau kurang baik, karena
belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk meningkatkan
efisiensi diharapkan pemerintah daerah dapat meminimalisir jumlah
belanja operasi dan belanja modal dengan disesuaikan dengan
pendapatannya.

Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja
modal secara optimal.

2.500.000.000.000,00

2.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

500.000.000.000,00
70,27 76,24 75,76 83,25 84,20

0,00

2016 2017 2018 2019 2020

M Total Belanja Operasi M Total Belanja Daerah Rasio Belanja Operasi (%)

Gambar 1.4 Keserasian (Belanja Operasi)
Berdasarkan Gambar 1.4 di atas perhitungan belanja operasi

merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total
belanja daerah. Perkembangan belanja operasi dari tahun 2016 sampai
dengan 2020 mengalami peningkatan. Sehingga proporsi belanja
operasi mendominasi total belanja daerah, yakni antara 70% — 85%.
Dari proposi belanja operasi tersebut menunjukkan pemerintah
memiliki pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja
operasi lebih tinggi berbeda dengan pemerintah daerah yang memiliki
pendapatannya rendah.
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Gambar 1.5 Keserasian (Belanja Modal)

Belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi
belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan Gambar 1.5 di
atas perhitungan belanja modal dari tahun 2016-2020 diketahui besaran
pengunaan belanja modal dapat mengetahui porsi belanja daerah yang
dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun
anggaran bersangkutan. Uraian dan perhitungan di atas menunjukkan
sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih
diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal
relatif kecil. Belanja operasi masih sangat besar dibandingkan belanja
modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama
dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, pemerintah daerah
lebih banyak pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas
pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah,
sehingga pemerintah daerah masih berkosentrasi pada pemenuhan
belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal belum memadai.
Agar terpenuhinya belanja modal diperlukan pertumbuhan pendapatan
daerah yang bisa memberikan dampak terhadap peningkatan kemajuan
daerah.
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Pertumbuhan pendapatan (revenue growth) mengukur seberapa
besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode.
Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber
pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap
potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi
prosentasi pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran,
maka semakin besar kamampuan pemerintah daerah dalam
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari
setiap periode.

500.000.000.000,00 THoE 15,00
1390

400.000.000.000,00 10;36 10,00
7,48

300.000.000.000,00 5,00

200.000.000.000,00

100.000.000.000,00 (4,28) (5,00)

0,00 (10,00)
2016 2017 2018 2019 2020
PAD Akhir Tahun PAD Tahun Sebelumnya Pertumbuhan PAD

Gambar 1.6 Pertummbuhan PAD

Berdasarkan Gambar 1.6 di atas bahwa pertumbuhan pendapatan
pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah mengalami
pertumbuhan positif artinya daerah mampu mempertahankan dan
meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari periode satu keperiode
berikutnya. Namum pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif
sebesar -4,28% artinya daerah belum mampu mempertahankan
pendapatan dari aspek pajak daerah, retribusi daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bila dibandingkan dari
pendapatan tahun sebelumnya.
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Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah di atas menunjukan
tingkat pendapatan asli daerah (PAD) mengalami fluktuatif setiap
tahunnya, hal ini menuntut pemerintah daerah lebih menerapkan
pengelolaan, pengawasan serta informasi yang akurat berkaitan dengan
penurunan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Terjadinya
penurunan prosentasi pendapatan, diperlukan perbaikan kinerja
keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan perbaikan tata kelola
keuangan dan pola periodik untuk mencapai target pembangunan serta
mewujudkan pertumbuhan pendapatan. Hal ini untuk menjamin
tercapainya visi dan misi pembangunan sejalan dengan target
pemerintah daerah untuk memperbaiki tingkat ketimpangan sosial,
tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks
pembangunan manusia (IPM).
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